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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Negara Kesatuan Republik Indonesia  merupakan salah satu negara yang 

mempunyai banyak keberagaman, salah satunya adalah budaya yang ada di 

Indonesia. Budaya di Indonesia sangatlah banyak bahkan setiap daerah memiliki 

suatu budaya yang berbeda – beda dan memiliki ciri khasnya tersendiri dalam 

berbagai kebudayaan kelompok suku bangsa yang ada di daerah tersebut, dalam 

setiap budaya memiliki warisan yang merupakan pembeda suatu wilayahnya 

seperti pakaian, adat istiadat, makanan, dan kerajinan, salah satu dari kerajinannya 

adalah kain tenun tradisional.  

Sejarah kain tenun masuk di Indonesia sejak zaman prasejarah pedagang – 

pedagang yang singgah di Indonesia sehingga memperkenalkan kain tenun 

tersebut di berbagai daerah yang berdekatan dengan pesisir pantai sehingga 

menyebar diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
1
 

 

Datangnya kain tenun di Indonesia, pedagang – pedagang yang singgah 

memperkenalkan kain tenun itu bukan hanya menjualnya, pedagang mengajari 

cara pembuatan kain tenun itu sendiri sehingga saat itu kain tenun  sering dipakai 

oleh para bangsawan Kerajaan Kesultanan dan biasa dipakai untuk accara seperti 

pernikahan. 

Hak atas Kekayaan Intelektual merupakan hasil kreasi manusia 

berdasarkan kemampuan intelektual berupa karya ciptaan hasil buah pikiran yang 

berbentuk ekonomi kreatif tak berwujud untuk memenuhi kebutuhan dan 

kesejahteraan manusia disebut Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Kecerdasan daya 

                                                             
1 Suhendra , Et. Al., Pengantar Tenun Songket Sambas, 2019, depublish, Yogyakarta, hlm.2 
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pikir dan produk pemikiran manusia  tersebut merupakan objek kekayaan 

intelektual yang tercermin dari kata intelektual.
2
 

 

Mendapatkan hak intelektual ini harus memiliki suatu kreasi dalam 

sebuah pemikiran sehingga dijadikan satu karya yang mana belum pernah 

dibuat oleh orang lain. 

Hak kekayaan intelektual dapaat dianggap sebagai aset yang bernilai, 

hal ini dikarenakan karya – karya intelektual dalam bidang ilmu pengetahuan, 

seni, sastra, atau teknologi yang dilahirkan dengan pengorbanan tenaga, 

waktu, biaya, menjadikan berharga dan bernilai.
3
 

 

Suatu karya yang dibuat dan memiliki manfaat bagi seseorang maka 

pantas dianggap sebagai hak kekayaan intelektual sehingga menjadikan salah 

satu aset yang bernilai dan berharga. 

Hak cipta sudah dijelaskan dalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 

2014 tentang Hak Cipta berisi hak eksklusif pencipta yang timbul secara 

otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah sesuatu ciptaan diwujudkan 

dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang - undangan
4
 

 

Hak cipta ini berbentuk hak eksklusif artinya hak berupa khusus yang 

hanya dimiliki oleh pencipta untuk yang dibuatnya sehingga mendapatkan 

perlindungan dalam bentuk cakupan terluas dari objek yang dilindungi karena 

mencangkup sains seni dan satra. 

Ciptaan yang dilindungi dalam bidang pengetahuan, seni, dan sastra 

dijelaskan dalam Pasal 40 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak 

Cipta terdiri atas: 

a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil 

karya tulis lainya. 

b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan jenis lainnya. 

                                                             
2 Robiatul Adawiyah and Rumawi, 2021, „Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Dalam 

Masyarakat Komunal Di Indonesia‟, dalam jurnal Repertorium, Vol. 10, No. 1, 2021, hlm 4 
3 Khoirul Hidayah, MH, 2013, Hukum HKI (Hak Kekayaan Intelektual) di Indonesia : Kajian 

Undang – undang & Integrasi Islam, UIN-Maliki Press, Malang, hlm. 3 
4 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta 
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c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu 

pengetahuan. 

d. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks. 

e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim. 

f. Karya seni rupa dalam segala bntuk seperti lukisan, gambar, ukiran, 

kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase. 

g. Karya seni terapan. 

h. Karya arsitektur. 

i. Peta. 

j. Karya seni batik atau seni motif lain. 

k. Karya fotografi. 

l. Potret. 

m. Karya sinematografi. 

n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, 

modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi. 

o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi 

budaya tradisional. 

p. Komplikasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan 

program komputer maupun media lainnya. 

q. Komplikasi ekspresi budaya tradisional selama komplikasi tersebut 

merupakan karya yang asli. 

r. Permainan video. 

s. Program komputer.
5
 

 

Kain tenun yang ada di Kabupaten Sambas ini termasuk karya atau 

ciptaan yang dilindungi yang mana masuk karya seni batik atau seni motif lain 

karena karya tersebut merupakan motif kain tenun yang dibuat oleh perajin. 

Kekayaan Intelektual khususnya hak cipta terdapat pencipta dan 

pemegang hak cipta dimana sudah dijelaskan pada Pasal 1 Ayat (2) dan (4) 

Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjelaskan 

”pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri – sendiri 

atau bersama menghasilkan suatu ciptaan yang bersiat khas dan pribadi”, 

sedangkan “pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, 

pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang 

menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah”.
6
 

 

Pencipta menurut KBBI adalah nomina ( kata benda ) yang menciptakan 

(mengadakan, menjadikan, membuat, dan sebagainya). 

                                                             
5 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta 
6 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta 
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 Pengertian di atas istilah pencipta dapat bersifat individu ataupun 

kelompok dalam membuat/menghasilkan suatu karya yang belum diciptakan 

oleh orang lain dan memiliki nilai ekonomi untuk masyarakat, sedangkan untuk 

pemegang hak cipta tersebut bisa orang atau badan hukum, selanjutnya  

pemegang hak dalam suatu karya cipta bisa dari penciptanya itu sendiri ataupun 

pihak lain. 

Hak kekayaan intelektual terbagi menjadi dua yaitu Hak kekayaan 

intelektual personal dan Hak kekayaan intelektual komunal. Pada Hak kekayaan 

intelektual personal memiliki hak cipta dan hak industri sedangkan Hak 

kekayaan intelektual komunal merupakan ekspersi budaya tradisional, 

pengetahuan tradisional, indikasi geografis dan sumber daya genetik. 

Ekspresi budaya tradisional ini merupakan bentuk karya yang berbentuk 

benda maupun tidak dan menampilkan suatu bentuk tradisional, kemudian untuk 

pengetahuan tradisional ini suatu ilmu yang mengandung unsur tradisional untuk 

memelihara suatu budaya, indikasi geografis ini menunjukan suatu barang 

tersebut hanya ada di daerah itu sendiri, sementara sumber daya genetik ini 

merupakan suatu khas sebagai pembawa keturunan sehingga memperlihatkan  

rumpun baru  yang sama persis. 

Tenun merupakan hasil karya kerajinan berupa kain dengan bahan dasar 

benang yang dianyam kemudian menggunakan alat khusus untuk membentuk 

suatu kain yang. Kain tenun  ini merupakan salah satu kerajinan dimana masuk 

dalam kekayaan intelektual Komunal dengan bahan dasar benang berwarna 

kuning keemas dan menggabungkan benang biasa yang dianyam guna akan 
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membentuk hasil yang diinginkan dan menggunakan alat penenun tradisional 

sehingga menjadi kain tenun, dalam kain tenun  memiliki motif sehingga itu 

yang membedakan setiap wilayah tersendiri. Motif dalam kain tenun ini 

membentuk suatu gambaran atau hiasan yang diulang – ulang dalam suatu karya 

seni atau kerajinan yang dibuat. 

Perlindungan suatu Ekspresi Budaya Tradisional ini di tentukan pada Pasal 

38 Ayat 1 dan 2 Undang –Undang Nomor 28 Tahun 2014  tentang Hak Cipta 

yang mana berisi hak cipta atas Ekspresi Budaya Tradisional dipegang oleh 

negara dan Negara wajib menginventarisasi, menjaga dan memelihara ekspresi 

budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
7
 

 

Perlindungan dalam ekspresi budaya tradisional harus dilakukan agar 

selalu hidup didalam lingkungan masyarakat untuk dipandang suatu bentuk tradisi 

adat, selain itu dalam menginventasisasi, menjaga dan memelihara harus 

dilakukan agar tidak tenggelam oleh zaman dan selalu dilestarikan serta tidak 

diambil karyanya oleh negara lain. 

Kain tenun  menyebar diseluruh wilayah Indonesia termasuk Kabupaten 

Sambas yang terletak di Provinsi Kalimantan Barat. Masuknya kain tenun di 

Kabupaten Sambas pada zaman Kesultanan Sambas abad ke-16 yang mana 

digunakan dan dipakai oleh para bangsawan kerajaan sambas seperti sarung dan 

tanjak. Untuk era sekarang masyarakat di Kabupaten Sambas juga membuat 

keanekaragaman bentuk, seperti kopiah, tas, souvenir seperti gantungan kunci pot 

bunga dan sebagainya yang terbuat dari kain tenun. Selain kegunaan kain tenun  

ialah sebagai syarat atau pelengkap untuk melakukan acara adat seperti acara 

pernikahan dan acara adat lainnya. 

                                                             
7 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta 
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Kain tenun  di Kabupaten Sambas merupakan Hak Kekayaan Komunal 

dan salah satu merupakan kearifan lokal yang ada di Sambas. Dalam  pembuatan 

kain tenun ini masih menggunakan alat tradisional dan pembuatannya sudah lama, 

tenun Sambas memiliki nama tersendiri yakni kain Lunggi. Kain Lunggi 

merupakan salah satu sebutan kain tenun Sambas yang mana penyebutan kain 

Lunggi sudah ada pada jaman kesultanan dulu hingga sekarang penyebutan kain 

tenun di Kabupaten Sambas tidaklah Kain tenun melainkan Kain Lunggi.  

Masyarakat penenun Sambas yang merupakan suku Melayu menggunakan 

kain tenun yang dibuat secara tradisional sebagai identitas dan media komunikasi 

budaya terutama pada saat acara adat.
8
 

 

Motif pada kain tenun secara identitas budaya memiliki khas yang 

memang melekat pada kain tenun Sambas sehingga dapat menjadi identitas daerah 

itu sendiri serta memiliki keindahan dan nilai yang tinggi. 

Teknik pembuatan kain tenun yang sering dibuat oleh perajin tenun di 

Sambas ialah teknik tenun biasa, tenun songket dan tenun ikat. Tenun biasa ini 

dibuat langsung menggunakan alat penenun dari benang di gabung menjadi kain, 

sedangkan tenun ini dalam pembuatannya sudah dikjadikan kain tenun kemudian 

dimasukan benang untuk menjadikan bentuk yang di inginkan. Tenun ikat ini 

biasa disebut juga dengan Cual. Cual merupakan salah satu nama lain dari tenun 

ikat yang mana penamaan dari Kabupaten Sambas, dalam pembuatan cual ini 

hampir sama dengan tenun biasa  akan tetapi proses ada yang berbeda dan 

membutuhkan waktu yang cukup lama. Ada beberapa tempat lokasi penenun kain 

                                                             
8 Agus Dediansyah, Et. Al.  Tenun Sambas Sebagai Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) di 

Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, Vol. 17 No. 2, September 2021 hlm. 8 



7 
 

lunggi di Kabupaten Sambas terdapat di beberapa desa salah satu di Desa Sumber 

Harapan. 

Desa Sumber Harapan ini berada di Kecamatan Sambas Kabupaten 

Sambas memiliki luas 2256 hektar dengan jumlah penduduk 2875 orang serta 

perajin di desa tersebut kurang lebih 281. Untuk letak desa tersebut berada di 

wilayah barat Kabupaten Sambas.
9
 

 

Desa Sumber Harapan merupakan salah satu desa dengan rata – rata 

hampir semua melakukan pembuatan kerajinan tenun sebagai tambahan ekonomi. 

selain perajin kain tenun ada juga tempat wisata yang bisa dijumpai dengan salah 

satu tempat Sentra Tenun yang mana didalamnya proses pembuatan dari benang 

yang akan di tenun sehingga menjadi kain. Desa Sumber Harapan ini juga 

merupakan batas dari Kecamatan Sambas dengan Kecamatan Sajad. Selain 

kerajinan, mata pencaharian masyarakat di desa Sumber Harapan itu hampir 

semua berkebun seperti karet, sawit, lada, dan sebagainya. 

Kerajinan tenun songket Sambas telah ditekuni masyarakat secara turun 

temurun sehingga kain ini memiliki ciri khas yaitu pada bentuk motif yang unik 

dan pada kain tenuun songket umumnya terbuat dari berwarna kuning keemasan 

atau berwarna perak sehingga kain tenun ini disebut kain bannang emas.
10

 

 

Dalam proses pembuatan kain tenun ini butuh waktu untuk menjadikan 

sebuah kain karena butuh ketelitian dan kesabaran dalam membuat serta untuk 

nilai haga juga sangat lah tinggi karena membuatnya secara manual dan 

tradisional. 

Desa Sumber Harapan Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas dalam 

pembuat kain tenun khas Sambas dimana ada beberapa ibu – ibu membuat kain 

                                                             
9 Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa ( LPHD ) Desa Sumber Harapan  Kecamatan ambas 

Kabupaten Sambas tahun 2017 
10 Suhendra, Et. Al., 2018, Peningkatan Daya Saing Perajin Tenun Songket Di Desa Sumber 

Harapan, Sambas, SENSASIF,  Vol. 2 No.1, 2018, hlm. 1579 
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tenun dengan menggunakan alat untuk menenun, alat yang digunakan yaitu 

Gedogan dan Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM). 

Gedogan atau biasa masyarakat Sambas menyebutnya dengan Perumahan 

Tenun ini merupakan tempat pembuatan kain tenun secara tradisional yang mana 

dalam pembuatan butuh waktu yang cukup lama dan waktu ketelitian yang bagus 

serta bahan pembuatannya itu full kayu, selain itu dalam pembuatan kain tenun 

ada juga menggunakan Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM). Alat Tenun Bukan 

Mesin (ATBM) merupakan alat pembuat tenun yang mana dalam pembuatan 

cukup cepat seperti mesin tapi penggerak masih manual, sehingga cepat selesai, 

untuk bahan pembuatan alatnya sudah menggunakan sebagian besi dan kayu 

sehingga terlihat kokoh dibanding alat tradisional Perumahan Tenun, cara 

menggunakan alat tersebut dengan posisi duduk. 

Bahan benang yang dipakai penenun adalah menggunakan serat tanaman 

seperti pada serat pelepah pisang, dan juga nanas, ke mudian pewarna benang juga 

menggunakan pewarna alami dari tumbuhan seperi contoh kunyit, secang, pinang 

dan masih banyak lagi pewarna alami dari tumbuhan. Selain bahan yang terbuat 

dari alami, ada juga bahan yang terbuat dari serat sintetis.  

Sebagai bahan kain tenun menggunakan benang yang masih masih 

membeli ke daerah tertentu seperti di Palembang Sebagai penghasil benang. 

Tenun yang dibuat itu memiliki motif seni dimana itu karya turun temurun 

sehingga tidak tahu siapa yang menciptakannya, tidak hanya motif kain tenun dari 

turun temurun. 

Jenis motif yang umumnya digunakan adalah pucuk rebung, mawar, kota 

mesir, kangkung, ragam banji, parrang mannang, dan masih banyak lagi yang 
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dikombinasi dengan berbagai motif tabur sehingga dihasilkan kain tenun yang 

sangat indah.
11

 

 

Pembuatan motif kain oleh ibu – ibu di Desa Sumber Harapan 

membutuhkan waktu cukup lama karena dikerjakan dengan manual dan 

membutuhkan konsentrasi untuk menggabungkan benang sehingga mendapatkan 

bentuk yang sesuai. Proses pembuatan kain juga memerlukan tenaga yang cukup 

karena untuk menyatukan benang secara melintang dan memanjang secara 

bergantian, semakin rapat benang yang disatukan maka akan menjadi semakin 

bagus kain yang dihasilkan. 

Dari hasil dilapangan penulis mendapatkan hasil mengenai motif kain 

tenun yang didaftarkan diantaranya Tabur Bintang, Bunge Silimpat, Intuyut ( 

Kantung Semar ) Padang Tibakar Bunge Tanjung, Permata Hati, Rantai Kupu – 

Kupu, Serong Bunge Cempaka, Setangkai Bunge Kopi, Wadah Bertabur Burung, 

Tabur Mate Ayam Ulat, Anak Penyu Berturus Emas. 

Adapun motif yang masih belum didaftarkan diantara Bunge Malek, 

Pompong, Manyiu, Motif Burung Enggang, Bunge Kunyit, Motif Jeruk, Kembang 

Sepatu, Tabur Kupu –Kupu, Rambutan, Tabur Sapar Peranggi, Tabur Layang – 

Layang, Tabur Bunge Tarong Pokak, Selimpau, Isi Buah Manggis, Batu Kerikil, 

Cempaka, Bunge Cengkeh, Bunge Cabek, Tabur Matahari, Bunge Tanjung, 

Bunga Penyu, Rantai Awan, Menwa, Kenange, Gelombang Beriak, Bintang 

Timur, Turus Bintang, Bunge Rantai, Rantai Harum Manis, Rantai Bintang, 

Bunge Ketunjung, Dan Rantai Teratai. 

                                                             
11 Suhendra , Et. Al., Op.Cit, hlm. 19 
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Kegiatan bertenun umumnya hanya dilakukan oleh ibu-ibu dan kurang 

diminati kalangan muda. Pekerjaan menjadi kurang diminati karena penghasilan 

yang diperoleh dari hasil tenun kurang menjanjikan.
12

 

 

Pembuatann kain sangatlah rumit karena memerlukan daya ingat yang 

kuat, selain itu dalam penjualan juga harus sabar sebab menunggu konsumen 

membutuhkan waktu, terkadang konsumen meminta motif yang berbeda sehingga 

memakan waktu pengerjaan. 

Dalam wawancara kepada ibu Mutia sebagai Sekretaris Koperasi Rantai 

Mawar  Desa Sumber Harapan  pada tanggal 2 Februari 2023 mengatakan bahwa 

kendala untuk membuatnya cukup lama sehingga memiliki waktu untuk 

menjadikan suatu kain, kemudian dalam pemasaran kain tenun itu sendiri masih 

kurang karena untuk h
13

asil pembuatannya itu di titipkan di berbagai tempat 

seperti penempatan barang yang disediakan oleh pemerintah sehingga 

membutuhkan kesabaran, selain itu dalam pemasarannya masih manual dan 

menunggu konsumen datang ke tempat perajin karena belum memahami 

penjualan secara online sehingga butuh pemahaman.  

Kendala yang timbul pada perajin ialah belum mendaftarkan di Kekayaan 

Intelektual karena biaya yang cukup besar sehingga perajin Desa Sumber Harapan 

enggan mendaftarkan karya yang sudah dibuat, selain itu perajin memiliki 

hambatan mengenai pembuatan diantaranya putusnya benang sehingga 

menghambat pembuatan kain tenun. 

                                                             
12 Suhendra, Et.Al., 2020, Pengembangan Desa umber Harapan Sebagai Desa Sentra Tenu 

Songket Di Kabupaten Sambas, J-Dinamika, Vol. 5 No. 1, 2020, hlm. 115 
13

Hasil wawancara, Ibu Mutia sebagai wakil  Ketua Koperasi Rantai Mawar Kecamatan Sambas 

Kabupaten Sambas, Senin 8 Mei 2023 
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Penelitian ini secara spesifik akan membahas mengenai bagaimana suatu 

perlindungan hukum terhadap motif kain tenun dan juga bagaimana peran 

lembaga pemerintah dalam memberikan suatu perlindungan dan melestarikan 

Ekspresi Budaya Tradisional serta menginventarisasi suatu karya. 

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul “Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Terhadap 

Motif Kain Tenun Di Desa Sumber Harapan Kecamatan Sambas Kabupaten 

Sambas”. 

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis menyimpulkan rumusan 

masalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Terhadap 

Motif Kain Tenun Desa Sumber Harapan? 

2. Bagaimana Peran Pemerintah Daerah Dalam Melindungi Motif Kain 

Tenun Di Desa Sumber Harapan? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Pada penelitian ini harus memiliki tujuan yang dicapai agar penelitian 

tersebut menjadi benar dan jelas. Tujuan yang didapat penelitian ini yaitu: 

1. Untuk Mengetahui Bentuk Perlindungan Hukum Hak Kekayaan 

Intelektual Terhadap Motif Kain Tenun Desa Sumber Harapan. 
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2. Untuk Mengetahui Peran Pemerintah Daerah Dalam Melindungi Motif 

Kain Tenun Di Desa Sumber Harapan. 

 

D. Manfaat Penelitian  

Adanya penelitian ini memiliki manfaat agar dapat memperjelas suatu 

kebijakan yang sudah ada. dalam penelitian ini, harus memiliki yang hendak 

dicapai agar  penelitian  tersebut  jelas, benar dan selalu berkaitan dengan 

rumusan masalah yang diangkat oleh peneliti. Manfaat yang didapat dari  

penelitian ini yaitu: 

1. Secara Teoritis 

Hasil penelitian ini berharap memberikan sumbangsih dan  menjadi 

suatu wadah informasi penting dalam ilmu pengetahuan khususnya para 

perajin kain tenun dan pemerintah daerah tentang melindungi kekayaan yang 

ada di Indonesia khususnya Kalimantan Barat. 

2. Secara Praktis  

Dalam penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat dalam 

menganalisis permasalahan hukum hak kekayaan intelektual kerajinan kain 

tenun dan aspek peraturan agar dapat pertimbangan hukum dalam 

mengembangkan usaha kerajinan. 
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E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konsep 

1. Kerangka Teoritis  

a. Teori Negara Hukum 

Teori negara hukum seperti halnya dalam Pasal 1 Ayat 3 

Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945 menjelaskan maksud 

Negara Indonesia adalah negara hukum adalah suatu negara yang mana 

didalamnya berisikan hukum untuk mengadili dan menjamin 

kesejahteraan serta perlindungan terhadap masyarakat didalamnya. 

Menurut Soerjono Soekanto fungsi hukum adalah untuk 

mengatur hubungan antara negara atau masyarakat dengan warganya, 

dan hubungan antara sesama warga tersebut, agar kehidupan dalam 

masyarakat  berjalan   dengan   tertib   dan   lancar.
14

  

 

Hukum sangat penting dan harus berada di dalam suatu negara 

bahkan dalam aktifitas masyarakat karena hukum bersifat mangatur 

dan memaksa artinya setiap aturan yang diberikan harus di taati apabia 

dilanggar akan mendapatkan sanksi.  

Dalam Pasal 27 Ayat 1 Undang Undang Dasar Republik 

Indonesia 1945 mengatakan bahwa segala warga negara bersama 

kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahnya dan wajib menjung 

hukum dan pemerintahan itu tidak ada kecualinya.
15

 

 

Bagi warga negara baik itu warga asli atau warga asing yang 

berada di Negara Kesatuan Republik Indonesia harus mematuhi aturan 

hukum yang sudah ditetapkan untuk mentaati ketertiban agar 

terciptanya keadilan bagi hak. 

                                                             
14 Soerjono Soekanto, 1999, Penegakan Hukum, Binacipta, Bandung, hlm. 15 
15 Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
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Negara hukum pada hakekatnya merupakan negara yang dalam 

aktifitsnya selalu didasarkan pada hukum guna menjamin dan 

mewujudkan keadilan bagi warganya.
16

 

 

Salah satu negara yang berkemajuan adalah negara yang 

berpegang teguh dengan hukum guna akan menjamin dan mewujudkan 

suatu negara yang berkemajuan terhadap masyarakat yang ada didalam 

negara itu sendiri. 

Arti negara hukum ini berfungsi untuk menjamin dan 

mewujudkan suatu keadilan sesuai aturan perundang – undangan guna 

mensejahterakan warga Negara yang baik adalah negara yang berdasar 

atas hukum dan yang bukan diperintah oleh para ahli pikir saja. Ajaran 

Plato dan Aristoteles mengandung filsaat yang menyinggung angan – 

angan atau cita – cita manusia, yaitu cita cita untuk mengejar 

kebenaran, kesusilaan, keindahan dan keadilan.
17

 

 

Menjadikan negara yang baik adalah harus memiliki dasar 

hukum sehingga menciptakan suatu negara untuk menjadikan 

kehidupan  masyarakat sebagai kehidupan yang adil serta 

memakmurkan kesenjangan bermasyarakat. 

Demikian pula dalam memberikan perlindungan terhadap 

perajin kain tenun Sambas, pemerintah harus memberikan bentuk 

jaminan kepada para perajin kain tenun guna mendapatkan suatu 

keadilan. Dengan adanya Hak Kekayaan Intelektual yang harus 

didaftarkan dengan adanya hak cipta, pemerintah mengeluarkan aturan  

dengan tujuan mendapatkan hak dan perlindungan dalam membuat hak 

cipta. 

                                                             
16 M. Muslih, 2013, Negara Hukum Indonesia Prespektif Teori Gustav Radbruch, Jurnal Hukum, 

Vol. 4 No. 1, 2017. hlm. 132 
17 Moh. Koesnardi, SH dan Bintan Saragih, SH, 1988, ilmu Negara, cet. 2, Gaya Medan Pratama, 

Jakarta, hlm. 126 
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b. Teori Perlindungan Hukum 

Teori perlindungan hukum ini menjelaskan beberapa hak yang 

diberikan kepada warganegara guna mendapatkan suatu perlindungan, 

keadilan, ketertiban, kedamaian dan juga kepastian. 

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada 

hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut 

diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua 

hak-hak yang diberikan oleh hukum.
18

 

 

Perlindungan hukum tidak memandang itu laki – laki atau 

perempuan tua atau muda pasti memiiki hak untuk melakukan 

perlindungan dalam suatu masalah. Seperti contoh dengan adanya hak 

suatu perlindungan guna memberikan suatu hak asasi manusia yang 

apabila dirugikan orang lain. 

Perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon menyatakan 

bahwa ada dua perlindungan hukum  yaitu perlindungan hukum 

preventif dan perlindungan hukum represif. dalam perlindungan 

hukum preventif, hukum mencegah terjadinya suatu sengketa, 

sedangkan perlindungan hukum represif bertujuan untuk 

menyelesaikan suatu sengketa.
19

 

 

Teori perlindunngan hukum pastinya masyarakat mendapatkan 

perlindungan hukum, yang artinya pada suatu warisan dalam 

mendapatkan suatu perlindungan hukum jika suatu saat terjadi 

peristiwa yang tidak diinginkan. 

Motif yang di buat oleh perajin kain tenun itu merupakan salah 

satu bagian dari hak cipta, apabila produk tersebut didaftarkan maka 

akan mendapatkan perlindungan sesuai aturan yang diberikan. 

                                                             
18 Sapjipto Rahadjo, 2000, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 53 
19 Philipus M Hadjon,1994, Pegkajian Ilmu Dogmatif (Normatif), Fakultas Hukum Universitas 

Airlangga, Surabaya, hlm. 2 
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Para perajin kain tenun mendapatkan suatu perlindungan dalam 

pembuatan hak cipta agar bentuk yang dilahirkan tidak di ambil oleh 

siapapun, dengan adanya aturan pemegang hak cipta memiliki hak 

apabila karya diambil orang atau badan hukum. 

 

c. Teori Kepastian Hukum 

Teori kepastian hukum ini salah satu tujuannya yakni untuk 

mewujudkan keadilan dalam arti untuk melakukan tindakan tanpa 

melihat siapa yang melakukannya. 

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti ketentuannya 

atau ketetapan.
20

 Kepastian yang bisa dikatakan tentang sifatnya benar 

– benar terorganisir secara sistematis sehingga ketentuan hukum yang 

ditetapkan menjamin dalam kepastian hukum yang harus diikuti.  

Kepastian hukum mempunyai arti bahwa hukum harus pasti 

yang tidak mudah untuk berubah-ubah sesuai dengan perubahan dalam 

masyarakat dan dapat ditaati oleh masyarakat pada waktu dan tempat 

manapun.
21

 

Kepastian hukum ini harus mengikuti peraturan yang pasti dan 

tidak berubah – ubah serta mengikuti aturan yang diberikan guna 

memahami dan memperkirakan apabila mendapatkan sesuatu hal yang 

dilaggar bisa mengetahui apa sanksi yang diberikan. 

Kepastian hukum mengharuskan diciptakannya peraturan-

peraturan umum yang bersifat umum. Agar terciptanya suasana aman 

dan tentram dalam masyarakat, maka kaidah dimaksud harus 

ditegakkan serta dilaksanakan dengan tegas.
22

  

                                                             
20 CST Kansil, Et. Al , 2009, Kamus Istilah Hukum,  Jala Permata Aksara, Jakarta, hlm. 385 
21 Piatur Pangaribuan dan Arie Purnomosidi, 2012,  Negara Hukum Pancasila Dalam Krangka 

NKRI, cet.1, Cakrawala Media, surakarta, hal 21 
22 Soejono Soekanto, 1999, Penegakan Hukum. Binacipta, Bandung, hlm. 15 
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Kepastian hukum ialah memastikan adanya peraturan 

perundang –undangan yang dibuat sehingga memiliki aspek yang 

dapat menjamin suatu keadilan dan norma yang benar sebagai 

peraturan yang ditaati. 

Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan 

hukum dalam perundang – undangan yang dibuat oleh pihak yang 

berwewenang dan beribawa sehingga aturan – aturan itu memiliki 

aspek yudiris yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum 

berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.
23

 

 

Pemerintah sudah menjamin terhadap kepastian hukum ini 

memiliki aturan hukum agar mengetahui apabila melakukan 

pelanggaran sudah memastikan dan mengetahui sanksi yang diberikan 

serta mendapatkan keadilan yang sesuai. 

Setiap perajin yang memiliki karya apabila didaftarkan hak 

ciptanya  sudah pasti mendapatkan kepastian agar menjamin dalam 

suatu keadilan dan norma untuk melindungi bentuk karya yang dibuat. 

d. Teori Kemanfaatan  

Teori ini tidak lepas dari kepastian hukum berjalan bersama 

guna terciptanya suatu persamaan di lingkungan  masyarakat dalam 

mensejahterakan warganya. 

Gustav Radbruch menyatakan kemanfaat tujuan hukum adalah 

semata mata untuk menciptakan kemanfaatan dan kebahagiaan yang 

sebesar – besarnya bagi manusia dalam hal masyarakat. Dalam nilai 

kemanfaatan, hukum berfungsi sebagai alat untuk memotret fenomena 

masyarakat atau realita sosial yang bermanfaat dan berdayagunaan.
24

 

 

                                                             
23 Sudikno Mertokusumo, 2007, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, hlm. 

160 
24 Ahmad Ali, Menguak Tabir Hukum, edisi kedua , Ghalia Indonesia, Bogor, 2008, Hal. 59 
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Teori kemanfaatan ini sangat berguna dan berdapmak positif 

terhadap Ekspresi Budaya Tradisional untuk mendapatkan 

perlindungan agar karya yang dimiliki oleh wilayah tesebut tidak di 

ambil suatu karya nya. 

Perasaan keadilan akan memberontak terhadap kerusakan, 

penderitaan, tidak hanya atas dasar kepentingan individu, melainkan 

lebih luas dari itu sampai kepada orang lain yang kita samakan dengan 

diri kita sendiri, sehingga hakikat keadilan mencakup semua 

persyaratan moral yang sangat hakiki bagi kesejahteraan umat 

manusia.
25

 

 

Kepentingan semua pihak bersumber dari keyakinan individu 

dalam masyarakat bahwa setiap orang mempunyai keinginan dasar 

untuk melahirkan asas keadilan untuk bersatu dan berhidup menjadi 

rukun sehingga manfaat hukum dapat dirasakan oleh seluruh orang 

masyarakat. 

Manfaat yanng didapat apabila para perajin mendaftarkan hak 

cipta yang dibuatnya pasti mendapatkan keamanan terhadap hak 

ciptanya karena dengan adanya aturan agar karya yang dibuat 

mendapatkan perlindugan dari segi hukum itu sendiri. 

 

 

 

 

 

                                                             
25 Amirudin & Zainuddin, 2016,  Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafisindo 
Persada, Jakarta, hlm. 24 
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2. Kerangka Konsep  

a. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual 

Konsep pengertian hak kekayaan intelektual ini mejelaskan 

sesuatu yang dibuat dengan pola pikir, kreatif dan ide serta bermanfaat 

itu termasuk bagian dari hak kekayaan intelektual. 

Hak kekayaan intelektual atau juga disingkat dengan HKI 

merupakan hak yang timbul bagi hasil olah pola pikir yang 

menghasilkn suatu produk yang berguna untuk manusia yang pada 

intinya HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomi hasil dan 

suati kreativitas intelektual.
26

 

 

Setiap hasil yang dibuat dari pemikiran dalam suatu kerativitas 

manusia membuat karya baik itu berbentuk benda atau bukan benda 

guna menikmati secara ekonomi dan bermanfat dalam lingkungan 

masyarakat itu sendiri.  

HKI dapat diaanggap sebagai aset yang bernilai, hal ini  

dikarena karya – karya intelektual dalam bidang ilmu pengetahuan, 

seni, sastra ataupun teknologi yang dilahirkan dengan pengorbanan 

tenaga, waktu, dan biaya menjadikan berharga dan bernilai.
27

 

 

Hak kekayaan intelektual dapat dianggap sebagai aset yang 

berharga karena karya intelektual yang diciptakan dengan 

mengorbankan tenaga, waktu dan biaya dalam bidang ilmu 

pengetahuan, seni, sastra atau teknologi menjadikan bernilai dan 

berharga.  

Hak kekayaan intelektual ini merupakan bahwa seseorang yang 

telah mencurahkan usahanya untuk menciptakan atau menemukan 

                                                             
26 Abdul Thalib dan muchlihin, 2018, Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia, Depok, Rajawali 

Press, hlm. 20 
27 Ibid., Hlm. 3 
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sesuatu selanjutnyamempunyai hak alamiah untuk mengontrol apa – 

apa yang diciptakan.
28

 

 

Begitu juga motif yang dibuat oleh perajin kain tenun ini 

sangatlah bernilai dan berharga karena untuk melahirkan suatu karya 

itu membutuhkan waktu yang cukup lama dan pasti memerlukan pola 

pikir, ide yang kreatif sehingga bisa dinikmati  baik itu secara 

keindahan karya  atau secara nilai ekonomi. 

b. Ekspresi Budaya Tradisional 

Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) merupakan salah satu 

bagian dari hak kekayaan intelektual dimana masuk pada bagian 

kekayaan intelektual komunal.  

Dalam Pasal 1 Ayat 3 Peraturan Mentri Hukum Dan Hak Asasi 

Manusia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Data Kekayaan Intelektual 

Komunal menjelaskan Ekspresi Budaya Tradisional  adalah segala 

bentuk ekspresi karya cipta, baik berupa benda maupun tak benda, atau 

kombinasi keduanya yang menunjukan keberadaan suatu budaya 

tradisional yang dipegang secara komunal dan lintas kenerasi.
29

 

 

Ekspresi Budaya Tradisional apabila dapat dikelola dengan 

baik dan benar, pertumbuhan ekonomi indonesia akan dimulai bukan 

karena kecanggihan teknologi melainkankarena keindahan tradisi dan 

keagamaan warisan budaya maka peran hukum sangatlah penting 

untuk dimanfaatkan. 

Bentuk dari Ekspresi Budaya Tradisional seperi contoh tarian, 

lagu, kerajinan tangan, upacara adat dan budaya trasional lainnya. 

                                                             
28 Suyud Margono, 2010, Hukum Hak Cipta Indonesia : Teori dan Analisis Harmonisasi 

Ketentuan WTO-TRIPs Agreement, Bogor, Ghalia Indonesia, hlm. 14 
29 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Data 

Kekayaan Intelektual Komunal 
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dalam hal tersebut untuk menrntukan itu Ekspresi Budaya Tradisional 

adalah suatu bentuk ekspresi karya cipta yang diberikan secara turun 

temurun kepada suatu wilayah itu sendiri.  

Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mengelola 

potensi ekspresi budaya tradisional yang ada didaerahnya, diharapkan 

pengelolaan tersebut dapat berdampak positif trhadap peningkatan 

kesejahteraan di daerah yang bersangkutan.
30

 

 

Pemerintah daerah harus berperan aktif dalam melindungi 

ekspresi budaya tradisional dan dapat bekerjasama dengan lebih baik 

dalam menjaga kesenian dan budaya serta dapat menjadi dasar bagi 

kesejahteraan banyak orang. 

 

c. Kerajinan Tenun Songket 

Kerajinan tenun merupakan suatu karya jenis kain tradisional 

dengan menggunakan alat tenun bukan mesin dan cara membuatnya 

secara manual. Yang membedakan setiap daerah yakni motif yang 

memiliki ciri khas daerah suatu wilayah. Setiap motif yang dibuat 

mempunyai makna dan filosofi terhadap kain tenun yang dibuat. 

Tenun songket merupakan suatu kain tenun khas melayu yang 

ditenun dengan tangan menggunakan benang emas atau perak. Pada 

zaman dahulu kain tenun songket termasuk jenis kain mewah yang 

banyak dipkai oleh pembesar kerajaan dan bangsawan sebagai sarung, 

selendang, tanjak, dan lain sebagainya.
31

  

 

Kain tenun sudah lama di gunakan dan dipakai oleh bangsawan 

pada zaman keajaan dahulu, kain tenun merupakan kain yang cukup 

                                                             
30 Bayangsari Wedhatami, Budi Santoso, 2014 , “Upaya Perlindungan Ekspresi Budaya 

Tradisional dengan pembentukan peraturan daerah”, 2016 Vol. 9 No. 2, hlm. 40-41 
31 Suhendra , Et. Al., 2019, Op.cit, hlm. 4 
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mahal karena proses pembuatannya cukup lama dan butuh konsentrasi 

untuk mengayam sehingga mendapatkan hasil yang sesuai. 

Membuat tenun dengan motif yang ingin dibuat harus 

memahami rumus untuk menganyam nya, apabila salah rumus maka 

motif yang dibuat akan tidak sesuai. Untuk teknik menganyam butuh 

keterampilan dan daya ingat yang cukup kuat serta konsentasi agar 

sesuai motif. 

 

F. Metode Penelitian 

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi telah 

dijelaskan yaitu penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan 

metode ilmiah serta sistematik untuk memperoleh informasi data, dan keterangan 

yang diberikan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu 

pengetahuan dan teknologi. Pengertian dari metode penelitian yaitu cara berfikit 

yang sebelumnya untuk mempersiapkan secara tepat dan sistematis dengan 

berorientasi pada tujuan dalam suatu penelitian.
32

 

 

 Dalam metode penelitian ini merupakan salah satu untuk melengkapi  

sekaligus menyempurnakan data  yang ingin diteliti.  

1. Jenis Penelitian 

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam suatu penelitian ini 

yaitu menggunakan empiris. Empiris adalah suatu metode penelitian 

hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata  dan 

meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat.
33

 Artinya 

penulis melakukan penelitian langsung dilapangan untuk mencari data 

dalam menyelesaikan penelitian ini. 

                                                             
32 Kartono, 1995, Metode Pembuatan Kertas atau Skripsi Ilmu Hukum, mandar , bandung,   

hlm 17. 
33 Muhaimin, 2020, Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press, NTB, hlm. 83 
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2. Pendekatan Masalah 

Metode pendekatan masalah yang penulis gunakan dalam suatu 

penelitian ini yaitu menggunakan Metode Pendekatan Empiris dimana 

penulis akan langsung kelapangan untuk melakukan pengambilan data dan 

juga melakukan wawancara kepihak yang berkaitan dengan penelitian ini. 

3. Lokasi Penelitian 

Lokasi yang akan penulis lakukan untuk penelitian yaitu: 

a. Kementrian Hukum dan HAM Kanwil Kalimantan Barat 

b. Kantor Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan 

c. Kantor Desa Sumber Harapan Kabupaten Sambas 

d. Koperasi Rantai Mawar Desa Sumber Harapan Kabupaten Sambas 

4. Sumber Data 

Adapun sumber-sumber data yang peneliti gunakan untuk 

menyelesaikan penelitian ini yakni: 

a. Data Primer 

Data primer merupakan suatu sumber yang mana data yang diambil 

langsung ke lapangan dan juga melakukan wawancara oleh penulis kepada 

narasumber yang mengetahui sumber keaslian data.  

b. Data Sekunder  

 Data sekunder merupakan suatu sumber yang mana data yang 

diambil secara tidak langsung seperti menggunakan media buku, media 

sosial, artikel, dokumen penting, peraturan perundang-undangan dan 

sebagainya yang merupakan data untuk pendukung penelitian. 
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5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulkan data yang digunakan untuk mengumpulkan 

data dalam penelitian ini melalui: 

a. Teknik Wawancara 

Teknik wawancara merupakan salah satu teknik yang paling akurat 

untuk mengumpulkan data, selain itu penulis dapat berinteraksi kepada 

pihak yang berkaitan dengan penelitian ini. 

b. Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan ini peneliti  mengumpulkan data dengan 

mempelajari bahan-bahan bacaan atau referensi sebagai rujukan yang 

berkaitan dengan pokok permasalahan.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, terdapat 

beberapa kesimpulan yaitu: 

1. Kerajinan motif kain tenun sebagai bagian dari bentuk pengetahuan 

dimana sudah jelas terdapat di Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 

tentang Hak Cipta. Pendaftaran hak cipta sangatlah penting guna 

menjaga dan mengklaim suatu karya yang sudah dibuat. Dengan 

pendaftaran yang sudah diatur oleh pemerintah, karya yang didaftarkan 

memiliki perlindungan hukum baik itu dalam pendaftaran maupun 

pengelolaannya dan akan mendapatkan sanksi bagi yang menggunakan 

karya tanpa ada perizinan pengrajin yang ada di Desa Sumber Harapan, 

dalam pemahaman aturan serta kesadaran perlindungan hukum hak cipta 

motif kain tenun cukup banyak yang paham. Hambatan yang ada pada 

pengrajin ialah terdapat di penjualan dimana dalam proses penjualan 

butuh waktu agar bahan yang dibuat laku, selain penjualan ada juga dari 

beberapa bahan dan alat yang rusak sehingga proses pembuatan menjadi 

lambat. 

2. Peran pemerintah daerah dalam melindungi suatu kerajinan motif kain 

tenun salah satunya di Desa Sumber Harapan adalah pemerintah daerah 

bekerja sama dengan Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten 
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Sambas  melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada pengrajin sebanyak 2 

kali setahun dengan kegiatan yang terjadwal agar kegiatan bertenun tidak 

hilang maka peran pemerintah itu sangatlah penting bagi pengrajin. Tak 

hanya melakukan sosialisasi, pemerintah juga memberikan bantuan seperti 

pemberian bahan dan alat tenun kepada pengrajin dan memberikan tempat 

seperti galery UMKM guna menjual produk atau hasil yang dibua 

pengrajin. Selain itu pemerintah daerah juga melakukan pameran kain 

tenun tingkat daerah nasional serta internasional, pembuatan film dan 

pengadaan perlombaan serta mengikuti fasion show tingkat tingkat 

nasional maupun internasional guna memperkenalkan dan 

mempromosikan motif kain tenun khas Kabupaten Sambas. Dalam 

melakukan perlindungan pemerintah daerah masih belum mendaftarkan 

hak cipta motif kain tenun, sehingga karya yang dibuat oleh pengrajin 

tidak kuat atas perlindungan hak ciptanya. 

B. Saran  

Dari hasil penelitian, penulis memberikan saran yaitu sebagai berikut: 

1. Perlindungan yang ada dalam hak kekayaan intelektual guna melindungi 

suatu karya motif kain tenun baik itu komunal maupun personal. Perlunya 

pengrajin melakukan pendaftaran hak cipta terhadap motif kain tenun yang 

terbaru agar tidak diambil oleh orang lain. 

2. Perlu adanya regenerasi salah satunya mengajarkan anak remaja dalam 

membuat suatu motif kain tenun agar kerajinan kain tenun tidak hilang dan 



55 
 

tetap lestari serta memberi pemahaman hahwa pentingnya menjaga 

kerajinan tradisional. 

3. Perlu adanya dukungan terhadap penjualan kain tenun salah satunya 

pemerintah daerah  memberikan pelatihan tentang penjualan kain yang 

sudah dibuat baik itu secara langsung maupun sosial media serta 

membantu menjual kain baik itu penjualan antar daerah maupun 

internasional. 

4. Pemerintah daerah selalu berperan aktif dalam melindungi suatu karya 

yang dibuat oleh masyarakat khususnya pengrajin Desa Sumber Harapan 

Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas. Selain itu, pemerintah daerah 

seharusnya melakukan pencatatan motif kain tenun khas Kabupaten 

Sambas yang diciptakan oleh pengrajin baik itu motif yang sudah lama 

maupun yang terbaru. Selain dari perlindungan, pemerintah jug harus 

memberikan sosialisasi kepada pengrajin khususnya di Desa Sumber 

Harapan guna menyadarkan kepada pengrajin pentingnya untuk 

melakukan pendaftaran hak cipta. Pemerintah daerah seharusnya 

memberikan bantuan terhadap pengrajin yang memiliki motif  terbaru 

untuk didaftarkan hak ciptanya karena penrajin yang memiliki motif. 
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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1: Form Wawancara dan Kuesioner 

 

Form Pertanyaan Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian Dan Perdagangan 

Kabupaten Sambas 

 

1. Berapa banyak pengrajin kain tenun khususnya di Desa Sumber Harapan? 

2. Setiap pengrajin, motif yang dibuat karya sendiri atau turun temurun? 

3. Ada berapa motif kain tenun khususnya di Desa Sumber Harapan? 

4. Ada berapa motif kain tenun dijadikan komunal? 

5. Ada berapa motif kin tenun didaftarkan hak cipta? 

6. Bagaimana peran pemerintah dalam melindungi motif kain tenun? 

7. Bentuknya seperti apa? Apakah terlaksana semua? 

8. Apakah dinas pemerintah pernah memberikan bantuan terhadap pengrajin?  

9. Bagimana upaya dinas pemerintah dari beberapa motif kain tenun yang belum 

didaftarkan hak ciptanya?  

10. Apakah pemerintah memberikan tempat untuk menjual produk khusunya kain 

tenun? 

11. Apakah dinas pemerintah  memiliki kendala dalam melindungi motif kain 

tenun? 

12. Kendala yang sering timbul kepada pengrajin saat ini? 

13. Apakah boleh apabila seorang pengrajin melahirkan suatu karya motif baru 

dan memberitahu kepada dinas pemerintah untuk memberikan suatu 

perlindungan terhadap karya itu sendiri? 

 

  



61 
 

Form Pertanyaan Kantor Kementrian Hukum dan HAM Kanwil 

Kalimantan Barat 

 

1. Apakah ada pengurangan biaya bagi pengrajin dalam pendaftaran hak cipta 

suatu motif? 

2. Bagaimana ruang lingkup Kementrian Hukum Hukum dan HAM Kanwil 

Kalimantan Barat sampai mana? Apakah sekabupaten atau keseluruhan? 

3. Apakah sudah pernah Kementrian Hukum Hukum dan HAM Kanwil 

Kalimantan Barat Kementrian Hukum Hukum dan HAM Kanwil Kalimantan 

Barat memberikan sosialisasi/pelatihan terkkait hak cipta? 

4. Menurut baak apa yang dimaksud dengan hak cipta peronal, hak cipta 

komunal, pemegang hak cipta tetap dan pemegang hak cipta dialihkan? 

5. Apakah ada bentuk/vontoh sertifikst komunal? 

6. Apakah ada kementrian Hukum Hukum dan HAM Kanwil Kalimantan Barat 

melakukan kerja sama dengan kantor dinas Koperasi, UKM, perindustrian dan 

perdagangan dalam melakukan sosialisasi maupunpelathan kain tenun? 

 

Form Pertanyaan Ketua Koperasi Rantai Mawar 

 

1. Berapa banyak pengrajin kain tenun di Desa semberang? 

2. Setiap perajin membuat motif yang dibuat sendiri atau motif turun temurun? 

3. Ada berapa macam motif kain tenun personal? 

4. Berapa banyak motif kain tenun komunal? 

5. Ada berapa motif yang didaftarkan hak cipta? 

6. Apakah ada pemerintah ada sosialisasi dan pelatihan ? 

7. Pembuatan kain tenun menggunakan apa? 

8. Kendala pemasaran/pembuatan? 
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Lampiran 2: Surat Pencatatan Ciptaan 
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Lampiran 3: Motif kain tenun 

 

 

 

                                 
 

Motif Isi Buah Manggis Motif Bunga Penyu 

 

  
 

Motif Bunga Malek Motif Tabur Awan 

 

  
 

Motif Bintang Timur Motif Pucuk Rebung 
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Motif Bunga Cengkeh Motif Burung Enggang 

 

  
 

Motif Rantai Bintang Timur Motif Bunge Silimpat 

 

  
 

Motif Permata Hati Motif Wadah Bertabur Burung 



67 
 

  
 

Motif Bunge Terong Motif Anak Penyu Berturus Emas 

 

  
 

Motif Tabur Kupu –Kupu Motif Setangkai Bunge Kopi 

 

  
 

Motif Tabur Mate Ayam Ulat Motif Tabur Bintang 
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Lampiran 4: Motif kain tenun komunal 

 

 

 

  
 

 

Motif Tabur Awan Motif Kote Masser 

 

  
 

Motif Puccok Rabbong Mawar Motif Serong Mawar 

 

 
 

Motif Parrang Mannang 
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Lampiran 5: Dokumentasi Alat Tenun 

 

 
 

Proses Pembuatan Kain Tenun Menggunakan Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM) 

 

 
 

Proses Pembuatan Kain Tenun Menggunakan Gedogan (Perumahan Tenun) 

 

 
 

Proes Pembuatan Warna Pada Tenun Ikat 
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Lampiran 6: Dokumentasi wawancara 
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Lampiran 7: Motif  kain tenun turun temurun 
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Lampiran 8: Dokumentasi Lainnya 
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Lampiran 9 Surat Validasi 

 

     


